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ABSTRAK

Gubernur  memberikan izin lingkungan kepada setiap pelaku
usaha/lkegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun setelah
mendapatkan izin tersebut pada perjalanannya ada pelaku yang melanggar
ketentuan di bidang lingkungan hidup, meskipun sudah ada yang diberikan sanksi.
Sehingga perlu diteliti dengan judul Penerapan sanks administratif oleh
Pemerintah daerah provins jawa tengah dalam Penanganan perkara lingkungan
hidup di provins Jawa tengah dengan perumusan masalah 1). Bagaimana
pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provins Jawa Tengah dalam
penerapan sanksi administratif pola penanganan perkara lingkungan hidup? 2).
Bagaimanakah penerapan sanks administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah
Provins Jawa Tengah pada perkara lingkungan hidup? 3). Apa sgja hambatan
yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan
sanksi administratif pada penanganan perkara lingkungan hidup dan bagaimana
caramengatas hambatan tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode kualitatif. Dengan didukung data primer dan sekunder serta menganalisis
dengan teori hukum, asas hukum dan peraturan yang terkait pendekatan kualitatif
ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pengaturan
kewenangan, pelaksanaan penerapan sanks administratif serta hambatan dan
solusi yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi
administratif di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/16/2008
tanggal 28 Juli tentang Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Pengenaan Sanksi
Administratif Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah, di Provins Jawa Tengah penerapan sanks administratif
dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Dalam
penerapannya kewenangan yang telah didelegasikan oleh Gubernur kepada
Kepala BLH Provins Jawa Tengah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur
karena pada penerapannya kewenangan yang didelegasikan bercampur dengan
kewenangan mandat. Pada penerapannya BLH mendapatkan hambatan seperti
anggaraan yang terbatas, jumlah PPLHD yang tidak sesuai dengan jumlah
usaha/kegiatan yang harus diawasi meskipun demikian BLH tetap bekerja secara
maksimal dalam penjatuhan sanksi administratif

Katakunci : Kewenangan, Penerapan, Sanksi Administratif
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